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ABSTRAK

Brazil dan Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan hujan
tropis terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2001 hingga 2012, tingkat deforestasi
di kedua negara tersebut saling bertolak belakang. Brazil yang sebelumnya
merupakan penyumbang deforestasi tertinggi di dunia, sejak tahun 2004
mampu menurunkan tingkat deforestasinya secara terus menerus hingga tahun
2012. Akan tetapi, Indonesia sebaliknya mengalami deforestasi yang semakin
meningkat. Perbedaan yang terjadi dikedua negara tersebut dalam
menanggulangi deforestasi tidak terlepas dari bagaimana masing-masing
negara patuh terhadap rezim lingkungan global yang berlaku. Efektivitas rezim
internasional dapat dilihat pada implementasinya di ranah domestik, yakni
melalui dua aktor yang terlibat didalamnya, yaitu negara yang berwenang
dalam menentukan kebijakan dan peranan NGO lingkungan sebagai
stakeholder di negara masing-masing. Melalui kedua variabel kontrol tersebut,
dapat ditemukan mengapa terjadi perbedaan trend tingkat deforestasi antara
Brazil dan Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan 2012.

Kata Kunci: Deforestasi, Indonesia, Brazil, Ekonomi Politik Lingkungan,
NGO Lingkungan, Pemerintah, Korporasi.

Brazil and Indonesia is a country that has the largest tropical rain forest in the
world. Brazil, which previously was the highest contributor to deforestation in
the world, since 2004 was able to reduce the level of deforestation, is
continuously until 2012. However, Indonesia is otherwise experiencing
increasing deforestation. Differences that occurred in both countries in tackling
deforestation are inseparable from how each country adheres to applicable
global environmental regime. The effectiveness of international regimes can be
seen in its implementation in the domestic sphere through the two main actors
involved in it, state authorities in determining policy and the role of
environmental NGOs as stakeholders in their respective countries. Through
both of these control variables, can be found why there is a difference between
the trend of deforestation rates in Brazil and Indonesia during 2001 until 2012.

Keywords: Deforestation, Indonesia, Brazil, Political Economy of
Environment, Environmental NGOs, Government, Corporate.
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I. Pendahuluan

Deforestasi' merupakan salah satu aktivitas yang menyumbang emisi
GRK (Gas Rumah Kaca) ke udara. Berdasarkan presentase luas hutan
hujan tropis, hutan Amazon merupakan hutan terbesar didunia dengan
komposisi 49% wilayahnya termasuk dalam teritori Brazil.2 Selain
Brazil, negara terbesar kedua yang melakukan deforestasi adalah
Indonesia yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.3
Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2012, trend tingkat
deforestasi di kedua negara tersebut saling berkebalikan.4 Brazil
mengalami angka penurunan deforestasi secara drastis sejak tahun
2004, sedangkan Indonesia sebaliknya mengalami kenaikan tingkat
deforestasi.

Hal tersebut terungkap setelah penelitian yang dilakukan oleh tim
survey geologi University of Maryland dan Google dengan menggunakan
satelit Landsat 7 milik NASA di publikasikan pada 14 November 2013.5
Hasil penelitian menunjukkan bagaimana perubahan peta perhutanan
yang ada di dunia sejak tahun 2000 hingga 2012.¢ Pihak NASA pun
menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2000-2012 Brazil mampu
menurunkan tingkat deforestasinya yakni dari 40.000 km2 per tahun
menjadi 20.000 km2 per tahunnya. Sementara Indonesia mengalami
peningkatan deforestasi dua kali lipat dari 10.000 km2 per tahunnya di
tahun 2000-2003 dan menjadi 20.000 km2 di tahun 2011-2012.7

t Deforestasi adalah kehilangan atau kerusakan hutan akibat aktivitas manusia seperti penebangan,
menebang pohon untuk bahan bakar, tebang-dan-bakar pertanian, pembukaan lahan untuk
penggembalaan ternak, operasi pertambangan, ekstraksi minyak, pembangunan bendungan, dan
perkotaan gepeng atau jenis lain dari ekspansi pembangunan dan populasi. (Deforstasi,

http://www.artikellingkunganhidup.com/apakah-deforestasi.html, diakses pada 21 April 2014).

2World Resource Institute, “The Governance of Forest Initiative”. http://www.wri.org/our-
work/project/governance-forests-initiative/brazil (diakses pada 29 Maret 2014).

3 Forest Watch Indonesia, “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009” (2011).
http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI 2000-2009 FWI low-res.pdf (diakses pada
23 April 2014).

4 Lauren Mobertz, “See How the World’s Forests Have Changed Over Time With the First Detailed
Global Deforestation Maps” (2013). http://dashburst.com/deforestation-world-map/ (diakses pada
2 Januari 2014).

5 NASA, “NASA-USGS Landsat Data Yield Best View to Date of Global Forest Losses, Gains” (20131).

http://www.nasa.gov/press/2013/november/nasa-usgs-landsat-data-yield-best-view-to-date-of-

global-forest-losses-gains/#.U10euVVAXZI (diakses pada 2 Januari 2014).

6 Mobertz, “See How the World’s Forests Have Changed Over Time With the First Detailed Global
Deforestation Maps,”.

7 NASA Earth Observatory, “New Map Yields Better View of forest Change: Image of the day”.
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Fig. 3. Annual forest loss totals for Brazil and Indonesia from 2000 to 2012. The forest loss annual increment is the slope of the estimated
trend line of change in annual forest loss.

Grafik I.1: Perbandingan Tingkat Deforestasi Tahunan Brazil dan Indonesia

pada Tahun 2000-2012

Sumber: Brad Plumer, “These maps show where the Earth’s forests are
vanishing,”(2013).
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/11/14/these-maps-show-

where-the-earths-forests-are-vanishing/?tid=sm fb (diakses pada 2 Januari 2014).

Grafik I.1 menunjukkan bahwa terjadi trend deforestasi yang
berkebalikan antara Indonesia dan Brazil sejak tahun 2000 sampai
dengan 2012. Walaupun diantara keduanya juga sempat mengalami
kenaikan maupun penurunan di fase tahun tertentu, namun
kecenderungan yang nampak adalah bergeraknya kurva deforestasi yang
bergerak naik di Indonesia dan kurva deforestasi di Brazil yang bergerak
menurun. Setidaknya terdapat dua hal menarik yang perlu dicermati
dalam kasus ini, yaitu: pertama, tingkat deforestasi Brazil pada tahun
2000-2004 adalah relatif sama-sama meningkat dengan tingkat
deforestasi di Indonesia; kedua, setelah tahun 2004, presentase tingkat
deforestasi di Brazil terus-menerus mengalami penurunan, sedangkan
deforestasi di Indonesia semakin meningkat.

Komitmen dunia internasional terhadap hutan pertama kali diadopsi
pada Konferensi Rio tahun 1992, yakni pada Non-Legally Binding
Authoritative Statement of Principles for Global Consensus on the
Management, Conservation and Sustainable Development of All Types
of Forest.® Seiring perkembangannya, permasalahan pengelolaan hutan

8 Marie Claude Smouts, Tropical Forest International Jungle (New York: Palgrave MacMillan,
2003), 14.
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terkait dengan deforestasi dibahas dalam Protokol Kyoto dalam
mekanisme LULUCF (Land Use, Land-Use Change, and Forestry).> Hal
ini pertama kali diadopsi pada COP 7 di Marrakesh tahun 2001. Brazil
dan Indonesia yang tergolong sebagai negara Non-Annex 1 sama-sama
meratifikasi perjanjian tersebut. Brazil meratifikasinya pada tanggal 23
Agustus 2002, sementara Indonesia baru melakukan ratifikasi pada
tanggal 3 Desember 2004.7° Implementasi dalam mekanisme LULUCF
dispesifikkan lagi kedalam proyek REDD (Reducing Emission from
Deforestation and Degradation) pada tahun 2007.

Mengingat persamaan-persamaan dalam identifikasi, penerimaan, dan
legislasi penegakan hukum yang dimiliki Indonesia dan Brazil, lantas
tidak begitu saja membuatnya sama dalam melakukan penanggulangan
deforestasi di negara masing-masing. Dari latar belakang tersebut,
tulisan ini menjelaskan mengapa tingkat deforestasi di Brazil semakin
menurun jika dibandingkan dengan deforestasi di Indonesia yang
semakin meningkat, sehingga dapat diketahui faktor-faktor pembeda
diantara kedua negara terebut.

II. Perbandingan Kondisi Political Opportunities di Brazil
dan Indonesia Mempengaruhi Perbedaan Output dalam
Menanggulangi Deforestasi

Penjelasan tentang kondisi politik internal di masing-masing negara
berfungsi untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Brazil
dan Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda dalam
menanggulangi isu deforestasi pada ranah nasional. Indikator pertama
adalah political opportunities ditinjau dari kemampuan pemerintah di
suatu negara untuk memfasilitasi pergerakan ENGOs. Dengan adanya
fasilitasi tersebut akan semakin meningkatkan integrasi antara
pemerintah dengan ENGOs, dengan begitu mereka akan lebih mudah
mempengaruhi pemerintah. Indikator kedua ditinjau dari stabilitas
politik internal. Politik internal yang stabil menjelaskan bahwa
hubungan antar aktor internal dalam pemerintahan dapat
mempengaruhi bagaimana kerja sama dan pemberian dukungan satu
sama lain dalam mencapai tujuan bersama.

9UNFCCC, “Decisions adopted by COP serving the meeting of COP in Montreal” (2005).
http://unfcecc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08ao03.pdf#page=3 (diakses pada 26 April 2014).

10UNFCCC, “Status of Ratification” (2013).
https://unfccc.int/kyoto protocol/status of ratification/items/2613.php (diakses pada 26 April

2014).
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II.1  Kondisi Political Opportunities di Brazil

Kesempatan dan fasilitasi ENGOs dalam partisipasi politik ditunjukkan
dengan diadakannya sebuah forum diskusi mengenai permasalahan
lingkungan di Brazil melalui The Climate Observatory pada tanggal 26
Maret 2002. Forum ini memberikan ruang kepada para ENGOs untuk
menyuarakan aspirasi dan berdiskusi satu sama lain. Salah satu bukti
yang terlihat adalah keterlibatan ENGOs dalam pembuatan kebijakan
perlindungan dan manajemen hutan. Padahal sebelum tahun 2002,
kehadiran ENGOs dalam pembuatan kebijakan pemerintah di Brazil
kurang diperhitungkan.® Bahkan interaksi antara pemerintah Brazil
dengan ENGOs sangatlah minim, sehingga tujuan dan target yang ingin
dicapai oleh ENGOs tidak sampai pada tahap pembuatan kebijakan oleh
pemerintah. Hal ini disebabkan masih adanya anggapan skeptis
pemerintah terhadap ENGOs terkait dengan kapasitas, legitimasi,
pengetahuan, sumber finansial yang dimilikinya, dan komitmen
terhadap isu yang dibawanya.!2

Fasilitasi pemerintah juga dilakukan dengan pemaparan data-data yang
lebih terbuka oleh pemerintah. Data yang dipaparkan merupakan hasil
dari monitoring yang dilakukan oleh institusi pemerintahan yang
bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dengan menggunakan
satelit INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Satelit INPE
memiliki empat sistem, antara lain: PRODES (memantau deforestasi
tahunan di Legal Amazon Region dari satelit Landsat; DETER (Real
Time Deforestation Detection System setiap bulan), DEGRAD
(pemetaan area deforestasi tahunan), dan DETEX (untuk mendeteksi
pemotongan pohon secara selektif).’3s Sejak tahun 2003, data-data
pemetaan deforestasi melalui gambar satelit Landsat yang dimiliki oleh
negara (dibawah naungan INPE) telah mendapat izin dari pemerintah
federal untuk dipublikasikan, dimana gambar-gambar peta deforestasi
telah didukung oleh teknologi komputer. Sebelum tahun 2003, hasil
gambar dari satelit Landsat hanya berupa cetak foto, tanpa peta, dan
hanya boleh dipublikasikan oleh negara bagian. Terbukanya data-data
dari INPE memberikan peluang bagi pihak eksternal untuk melakukan
monitoring secara independen terhadap aktivitas deforestasi yang
terjadi di hutan Amazon, sehingga dapat menghasilkan penelitian-

u Lars Otto Naes dan Ane Achjolden, “Brazilian NGOs establish network to influence climate change
policies”. http://www.cicero.uio.no/fulltext/index e.aspx?id=1 (diakses 17 Maret 2014).
12 Naes dan Achjolden, “Brazilian NGOs establish network to influence climate change policies,”.

13 Norad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative” (2010): 1-
80. http://www.oecd.org/derec/norway/48086441.pdf (diakses pada 20 April 2014).
14 Norad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative,” 19.
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penelitian dan informasi yang dapat membantu dalam proses persiapan
pembuatan kebijakan.

Pemerintah juga memberikan dukungan pendanaan melalui
pembentukan Amazon Fund (2008-2011) di bulan Desember 2008.15
Pihak yang bertanggung jawab adalah BNDES (O Banco Nacional do
Desenvolvimento), untuk mencari dana, fasilitasi kontrak dan sistem
monitoring yang disokong oleh dana dari Amazon Fund. Pendanaan ini
ditujukan untuk empat program, yaitu kegiatan promosi aktivitas
produksi yang berkelanjutan, konservasi dan proteksi hutan lindung,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta modernisasi dan
pengembangan institusi dan agensi yang bekerja di daerah-daerah.¢

Stabilitas politik internal merupakan salah satu elemen yang juga
dipertimbangkan dalam meninjau kesempatan politik di suatu negara.
Kondisi politik internal terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam
proses politik ekonomi lingkungan di Brazil. Pada proses politik di
Brazil, keterlibatan para pemangku kepentingan diwakili oleh berbagai
pihak, yakni terdapat 13 Menteri dan Kepala Staf yang saling
bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan deforestasi. Mereka
membentuk GPTI (Permanent Group of Interministerial Work) di bulan
Juli 2003, dengan tujuan untuk mengusulkan dan mengkoordinasikan
aksi untuk mengurangi deforestasi di Brazil.” Padahal sebelumnya
belum pernah ada kerja sama yang terintegrasi dari berbagai tingkat
kementerian di Brazil, sebelumnya isu deforestasi hanya terbatas di
MMA (Ministerio do Meio Ambiente/Menteri Lingkungan Hidup) dan
agenda IBAMA (Instituto Brasiliero do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais).!8

Dalam Working Group tersebut MMA memiliki peranan yang lebih
dominan jika dibandingkan dengan pihak lainnya, karena ia merupakan
pihak yang mengarahkan dan memiliki wewenang atas arah kebijakan
lingkungan hidup di Brazil. Peranan dominan yang dimiliki oleh MMA
tidak terlepas dari kapasitas dan ilmu pengetahuan tentang deforestasi
yang dimilikinya, karena MMA telah banyak melakukan kerja sama
dengan ENGOs yang memiliki fakta-fakta yang terjadi di hutan Amazon,

15 Norad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative,” 31.
16 Norad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative,” 30.
17 Juliano Assuncao., et al., “Deforestation Slowdown in the Legal Amazon: Policies or Prices?”

(2012).  http://climatepolicyinitiative.or:
Policies-Working-Paper.pdf (diakses pada 22 April 2014).

18 Assuncao., et al., “Deforestation Slowdown in the Legal Amazon: Policies or Prices?,” 9.
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sehingga ketika dihadapkan dengan para elit politik lainnya didalam
pemerintahan, MMA memiliki kemampuan yang lebih baik dalam intra-
governmental bargaining position.'9

Serangkaian proses politik yang tejadi sejak tahun 2000 sampai dengan
tahun 2012 menghasilkan berbagai kebijakan untuk mengatasi
terjadinya deforestasi di Brazil. Pada tahun 2003, Brazil membentuk
perjanjian tentang pembentukan program ARPA (Amazon Region
Protected Area) dengan luas wilayah lebih besar dari luas wilayah New
York, New Jersey, dan Connecticut jika ketiga negara tersebut
digabungkan.2c Pada bulan Maret 2004 dibentuk kebijakan PPCDAm
(Plan for Prevention and Control Deforestation in the Amazon).2!
Peraturan ini berfungsi untuk melakukan sistem monitoring yang
terintegrasi, penegakan hukum, kontrol lingkungan dan perencanaan
penggunaan lahan, serta menggabungkan inisiatif dari berbagai agensi
yang terkait, kebijakan ini mampu menurunkan tingkat deforestasi di
Brazil hingga 75% dalam jangka waktu lima tahun, yakni sejak 2004
sampai dengan 2009. Oleh karena itu, PPCDAm merupakan landasan
paling fundamental yang menjadi acuan bagi pemerintah Brazil dalam
menentukan kebijakan-kebijakan anti deforestasi di tahun-tahun
setelahnya.

Pada bulan Maret 2006 dibentuk Brazil’s Public Forest Management
Law yang mana dapat membuat penggunaan konsesi hutan menjadi
penggunaan dengan manajemen yang berkelanjutan. Program lainnya
yang dibentuk oleh pemerintah Brazil adalah National Forest Inventory
(NFI) yang diluncurkan sejak bulan Maret 2006 dengan membentuk
Brazilian Forest Service sebagai koordinator utama dalam menjalankan
proyek tersebut. Tujuan utama dibentuknya NFI adalah untuk
mendapatkan informasi dari sumber daya alam di hutan, baik sumber
daya alam maupun hasil dari penanaman dengan berbasiskan sistem

19 Sjur Kasa, “TheSecond Image Reversed and Climate Policy: How International Influenced Helped
Changing’s Brazil Positions On Climate Change” (2013). http://www.mdpi.com/2071-
1050/5/3/1049/htm (diakses pada 20 Mei 2014).

20 Joao M.S.V. da Fanceca, “Law and Policy in Brazil: Protecting the Forest and Enhancing
Communities” (2008): 22-29,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0
CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hamline.edu%2FWorkArea%2FDownloadAsset.aspx%3Fid
%3D2147500180&ei=PrF1U40FJ8WNuAT2qYCYCQ&usg=AFQjCNEkmL3kxefALtbUl1INVUbtYAG

aRLg&siga=Ewx00N3Dw KxwWbYig7a7w&bvm=bv.66699033.d.c2E (diakses pada 14 Mei 2014).

21 Minister of the State for Environment, “Control and Prevention Deforestation in the Amazon”
(2009):6-29.

http://www.mma.gov.br/estruturas/168/ publicacao/168 publicacao19012010035219.pdf
(diakses pada 3 Januari 2014).
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pengukuran setiap lima tahun sekali. Melalui sistem ini dapat dikatahui
penggunaan hasil sumber daya hutan dan proses konservasi hutan.22
Pada tahun 2010 dibentuk Brazil’s Low Carbon Agriculture (ABC) Plan,
yakni bertujuan untuk mengurangi emisi gas dari agrikultur sebanyak
133-166 juta tCO, di tahun 2020.23 Akan tetapi, sampai dengan tahun
2012, program ini belum berjalan secara maksimal.

II.2 Kondisi Political Opportunities di Indonesia

Fasilitasi pemerintah terhadap kehadiran ENGOs dalam menanggulangi
deforestasi baru dimulai sejak adanya komitmen Indonesia dalam
mekanisme internasional REDD+ di tahun 2007. Kesempatan politik
untuk bekerjasama dengan pemerintah terbuka melalui dialog antara
pemerintah dengan ENGOs melalui pembentukan IFCA (Indonesian
Forest Climate Aliance) di bulan Juli 2007. IFCA terdiri dari
pemerintah, sektor privat, CSO, institusi penelitian, dan mitra kerja
sama internasional.24 Hasil yang diperoleh IFCA di tahun 2008, antara
lain: rekomendasi untuk membangun kerangka dasar yang didesain oleh
IFCA, melanjutkan konsultasi dan analisis teknik, melakukan
implementasi proyek mandiri di wilayah dengan kondisi yang heterogen,
membangun kapasitas disemua level, membentuk kerangka nasional
yang dapat memverifikasi reduksi emisi gas, dan mengirimkan hasil
reduksi kedalam emisi GRK. Rekomendasi tersebut berlanjut pada
proses penyusunan peraturan dan program pemerintah Indonesia
melalui pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan sejak tahun
2008 dan seterusnya.

Fasilitasi pemerintah terhadap ENGOs berfungsi untuk memberikan
saran agar pelaksanaan REDD+ efektif dan efisien, menyediakan data
mengenai keadaan yang nyata terjadi di lapangan, serta berpartisipasi
dalam kelembagaan pelaksana REDD+. Dalam prosesnya terdapat
perpecahan dalam diskusi terkait pencegahan deforestasi tersebut,
karena pihak yang memperoleh manfaat dari REDD+ akan cenderung

22Freitas, Joberto V.de., et al. “The New Brazilian National Forest Inventory” (2006): 9-10.
http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr woo79/gtr woo79 009.pdf (diakses pada 22 Juni 2014).

23 Norad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative,” 14.

24 Kementerian Kehutanan, “The Role of UN-REDD in the Development of REDD+ in Indonesia.
Volume I: Main Report” (2012).
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=Workshop%200n%20Survey%200n%20Current%20St
atus%200f%20REDD%2B%20in%20Indonesia&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQF

JAG&url=http%3A%2F%2Fwww.unredd.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom docman%26task%3
Ddoc download%26gid%3D8932%26Itemid %3D53&ei=LbarUsHSK4fGkwXJx0GgCQ&usg=AFQj

CNGw7My9DMcArzuBnYVRckew7S9 TA&sige=qSVR2U26bwKRANIZ ZhEew&bvm=bv.6962007
8.bs.1,d.c2E (diakses pada 25 Juni 2014).
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bersikap sama dengan pemerintah. Mereka yakin bahwa REDD+ akan
berhasil dan memberikan saran perbaikan guna mendukung
keberhasilan ini. Sedangkan ENGOs lainnya cenderung kritis dan
mempertanyakan kemampuan REDD+ dalam menyelesaikan perubahan
iklim. Hal ini dikarenakan sebagian pihak pesimis dengan mekanisme
REDD+ yang membutuhkan banyak aliran dana untuk
pengembangannya justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak. Selain itu,
mereka juga pesimis bahwa skema REDD+ banyak mengandung
kepentingan negara maju.

Lemahnya hubungan antara pemerintah dengan ENGOs di Indonesia,
terlihat dari tidak terintegrasinya hubungan antara pejabat pemerintah
yang berwenang dalam isu perubahan iklim (Focal Point Nasional
Konvensi Perubahan Iklim) dengan ENGOs. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya ketidaksepakatan bersama antara pemerintah dengan ENGOs.
Perdebatan yang terjadi tidak mencapai titik temu karena pendekatan
yang digunakan oleh pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan
lingkungan adalah dengan selalu menggunakan pendekatan peraturan
yang ada, sedangkan ENGOs melihatnya dalam perspektif lapangan
sehingga pembahasan internal antara pemerintah dan ENGOs seringkali
menghadapi kebuntuan.2s Hal ini menyebabkan kesepakatan yang
dicapai hanya sebatas recognizing terhadap pentingnya pencegahan
deforestasi di Indonesia, tanpa tindak lanjut bagaimana teknis dan
implementasi yang akan diterapkan di lapangan.

Kurangnya keterbukaan informasi oleh pemerintah menyebabkan
penerbitan izin yang tumpang tindih yang mana dapat menyebabkan
penerbitan izin perkebunan yang tidak tepat untuk kawasan hutan yang
ditetapkan sebagai hutan lindung atau sebagai hutan produksi tetap.
Permasalahan izin yang tumpang tindih dapat berkurang apabila
masyarakat memiliki keterbukaan informasi tentang semua izin yang
diterbitkan oleh pemerintah. Lemahnya penegakan peraturan yang
memberikan amanat Kketerbukaan dan keikutsertaan pemangku
kepentingan menyebabkan kurangnya saran dari masyarakat tentang
keputusan yang berkenaan dengan penerbitan izin. Selain itu,
masyarakat juga tidak dapat memantau setiap pelanggaran yang terjadi
di lapangan.

25 Achmad Abdi Amir., et al.,, “Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi
Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan Kelembagaan dalam Implementasi Program
Clean Development Mechanism (CDM) di Indonesia” (undated): 1-9.

asca.unhas.ac.id/jurnal/files/7198d7043cd81406 147doce25bo1.pdf (diakses pada 5
April 2014).
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Fasilitasi pemerintah lainnya dalam mekanisme REDD+ adalah melalui
sistem pendanaan yang bekerjasama dengan mitra internasional, yakni
dengan Australia dan Norwegia. Kerja sama Indoneisa dengan Australia
diinisiasi sejak tanggal 13 Juni 2008 melalui IAFCP (Indonesia-Australia
Forest Carbon Partnership).2¢ Selain bantuan dari Australia, Indonesia
juga mendapatkan bantuan dari Norwegia yang ditandai dengan
penandatangan Lol (Letter of Intent) pada tanggal 26 Mei 2010.

Stabilitas politik internal di Indonesia seringkali dihadapkan pada
permasalahan di level birokrasi. Hambatan lainnya adalah adanya
ketidaksamaan akses legal pada sumber daya alam, kurangnya
konsiderasi atau pertimbangan terhadap nilai ekologis dan hak asasi
manusia dalam strategi pembangunan di Indonesia, kurangnya
partisipasi dan demokrasi dalam proses pembuatan keputusan dan
formulasi kebijakan.2” Selain itu dapat dilihat pula bahwa Menteri
Kehutanan didominasi oleh kepentingan perusahaan.

Tanggung jawab atas kebijakan dan program yang terkait dengan
perubahan iklim tersebar di beberapa lembaga negara, antara lain:
Bappenas, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan kementerian
anggota DNPI.2¢ Bappenas berperan untuk mengutamakan agenda
perubahan iklim ke dalam rencana-rencana pembangunan nasional.
Bappenas bertugas menyusun ICCSR (Indonesia Climate Change
Sectoral Roadmap) yang memiliki tujuan untuk menyediakan masukan
untuk program pembangunan tahun 2010 sampai dengan 2014.
Sementara itu, DNPI yang didirikan pada tahun 2008 melalui
Keputusan Presiden No. 46/2008 tentang Dewan Nasional Perubahan
Iklim yang merupakan pusat kegiatan nasional untuk agenda
UNFCCC.2 Selain membentuk DNPI, pemerintah juga membentuk
POKJA PI (Kelompok Kerja Perubahan Iklim) Kementerian
Kehutanan.3°

Hubungan dan koordinasi yang terjalin dari berbagai sektor yang
melakukan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya di kawasan hutan
masih terkotak-kotak dan tersegmentasi antara sektor satu dengan yang

26 Kementerian Kehutanan, “The Role of UN-REDD in the Development of REDD+ in Indonesia.
Volume I: Main Report,”.

27 Indrarto, Budi Giorgio, et al. “Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya”
(2013):  1-99.  http://www.cifor.org/publications/pdf files/WPapers/WP105Resosudarmo.pdf
(diakses pada 2 Juni 2014).

28 Indrarto., et al., “Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya,” 56.

29 Indrarto., et al., “Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya,” 57.

30 Indrarto., et al., “Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya,”.
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lainnya. Hal ini disebabkan banyaknya pemangku kepentingan yang
melakukan eksploitasi serta adanya peraturan yang tumpang tindih dan
bahkan bertentangan pada sektor kehutanan, perkebunan, dan
pertambangan sehingga menyebabkan perubahan besar dalam fungsi
kawasan hutan yang seharusnya tidak diberiizin. Kelemahan-
kelemahan tersebut ditunjukkan pula dengan penyusunan secara
mandiri kerangka peraturan oleh lembaga, badan atau pejabat sesuai
dengan fungsi sektoral dan kewajibannya sendiri, dengan sedikit atau
tanpa pertimbangan terhadap kepentingan sektor, masyarakat, atau
lingkungan lain.3* Oleh karena itu, terjadi perbedaan tujuan, sasaran,
dan perencanaan menyebabkan rencana yang saling bersaing dan
tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,
efektifitas dan efisiensi untuk mencapai REDD+ masih jauh dari
harapan, karena REDD+ lebih banyak bergantung pada keberhasilan
koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas serta
kementerian terkait lainnya.

Upaya penanggulangan deforestasi di Indonesia bekerja dibawah
kerangka REDD+. Hasil yang didapatkan antara lain: Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.68/Menhut-1I/2008 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Percontohan Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan. Peraturan ini mengatur prosedur penerapan REDD
Demonstration Activities (REDD-DA) di Indonesia dengan ketentuan
tata cara pengajuan permohonan proyek. Tujuannya adalah untuk
mengetes dan mengembangkan metodologi, teknologi, dan institusi
manajemen hutan yang berkelanjutan.32 Peraturan ini tidak mengatur
sama sekali tentang hak masyarakat dalam kaitannya dengan
pelaksanaan kegiatan percontohan dan secara keseluruhan tidak
menjelaskan konteks kegiatan percontohan.

Pada tanggal 1 Mei 2009 dikeluarkan Peraturan Menteri P.30/Menhut-
II/2009. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari peraturan yang
pertama dan menjelaskan tentang prosedur REDD serta transformasi
dari REDD-DA menjadi proyek nyata REDD.33 Proses pengembangan
aktivitas REDD+ berjalan terus-menerus melalui berbagai rancangan
perencanaan. Pertama adalah rancangan yang dibentuk pada tanggal 23
September 2010 oleh Bappenas bekerjama dengan UN-REDD yang

3t Indrarto., et al., “Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya,”.

32 Kementerian Kehutanan, “The Role of UN-REDD in the Development of REDD+ in Indonesia.
Volume I: Main Report,”.

33 Kementerian Kehutanan, “The Role of UN-REDD in the Development of REDD+ in Indonesia.
Volume I: Main Report,”.
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penuyusunannya hanya melibatkan para pemangku kepentingan terkait,
yakni hanya pemerintah dengan UN-REDD. Namun, setelah Satgas
REDD dibentuk pada tanggal 20 September 2010, tanggung jawab untuk
menyusun strategi nasional diambil oleh Satgas REDD+.34 Pada
awalnya, rancangan ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2010, akan
tetapi pemangku kepentingan utama tidak dapat menyepakati strategi
mana yang akan digunakan. Rancangan Strategi Nasional REDD+
kemudian disusun ulang pada bulan Maret hingga April 2011 oleh tim
yang terdiri dari akademisi, peneliti, dan wakil ENGO dan lembaga
donor.

III. Perbandingan Kapasitas ENGOs di Brazil dan Indonesia
Mempengaruhi Perbedaan Output dalam Menanggulangi
Deforestasi

ENGOs memiliki peranan untuk mendesak pemerintah dalam
menangani masalah lingkungan. Selain melakukan lobbying, ENGOs
juga memiliki peranan untuk mengedukasi masyarakat sebagai salah
satu cara untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang ingin
dicapai. Dengan meneliti kapasitas kedua ENGOs tersebut, maka akan
ditemukan bagaimana perbedaan kapasitas antara ENGOs di Brazil dan
Indonesia, sehingga menghasilkan output yang berbeda pula.

III.1 Kapasitas ENGOs di Brazil

Aktivitas yang dilakukan oleh ENGOs di suatu negara dapat diwujudkan
melalui kampanye dan advokasi kebijakan. Pada tahun 2008 ENGOs
menekan para pelaku bisnis yang terkait dengan deforestasi melalui
kampanye The Zero Deforestation Campaign melalui koalisi dan kerja
sama yang sangat besar antara berbagai ENGOs dan kelompok
kepentingan lainnya untuk mempublikasikan dan menunjukkan kepada
masyarakat bagaimana peranan industri kedelai dan peternakan
berkorelasi dengan penyebab deforestasi di Brazil. Pada proses
kampanye, ENGOs yang banyak terlibat adalah Greenpeace3s dan WWF
(World Wild Fund for Nature)3s.

34 Kementerian Kehutanan, “The Role of UN-REDD in the Development of REDD+ in Indonesia.
Volume I: Main Report,”.

35 Greenpeace merupakan organsasi non-pemerintah yang berdiri sejak tahun 1971 dan beraksi
untuk mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat dunia untuk melestarikan dan melindungi
lingkungan, serta mempromosikan perdamaian dilebih 40 negara di 5 benua. Sebagai organisasi
internasional yang independen, Greenpeace memiliki beberapa misi dan prinsip utama, antara lain:
(1) Mendorong terciptanya revolusi penggunaan energi guna menghadapi perubahan iklim dunia;
(2) Mempertahankan kelestarian perairan yang terancam oleh bahaya pembuangan limbah,
penangkapan ikan yang merusak, dan membangun jaringan untuk mempertahankan sumber daya
kelautan; (3) Melindungi hutan dunia dengan berbagai spesies didalamnya yang sangat
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Penggunaan fasilitas media sosial dan internet menjadi salah satu
kontributor terhadap terciptanya aksi protes yang semakin meluas. Hal
ini dikarenakan suatu pihak yang mendukung aksi kampanye
Greenpecae di sosial media dengan mudahnya dapat memberikan
komentar, menyampaikan kepada pihak lain, dan juga memberikan
komentar atau protes langsung kepada pihak yang menjadi target
Greenpeace. Menyebarnya  pemberitaan  tersebut  semakin
menyebarluaskan informasi yang dibawa oleh Greenpeace, sehingga
dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap aksi yang
dilakukannya. Besarnya dukungan dari masyarakat memberikan
peluang yang lebih besar kepada ENGOs untuk menekan pemerinatah
dan pelaku bisnis.

Selanjutnya, strategi kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace
terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan deforestasi
adalah dengan memutus rantai produksi perusahaan multinasional yang
berkontribusi banyak terhadap aktivitas suplai dan permintaan terhadap
produk agrikultur kedelai dan hasil peternakan di Brazil. Greenpeace
percaya bahwa dengan memaparkan aktivitas bisnis para Kkorporasi
dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan
tersebut, yang mana dapat berujung pada menurunnya jumlah
konsumen, karena menghilangnya satu persatu konsumen perusahaan
yang pro lingkungan (zero deforestation).

Aktivitas kedua adalah melakukan advokasi kebijakan kepada
pemerintah. Para ENGOs secara efektif telah berkontribusi pada fase
persiapan pembuatan kebijakan penanggulangan deforestasi di Amazon.
Kontribusi terbesar yang diberikan adalah beberapa program strategis
yang diajukan oleh ENGOs di Brazil, antara lain: regulasi dan
pembagian zona, mendukung pembentukan dan implementasi wilayah
hutan lindung, pengembangan komando dan sistem kontrol dengan
menekankan pada sistem pemantauan dengan berdasarkan pada hasil

menggantungkan hidupnya dalam hutan tersebut; (4) Beraksi untuk perlucutan senjata dan
menciptakan perdamaian untuk menghilangkan konflik bersenjata; (5) Menciptakan penggunaan
produk dan manufaktur yang meniadakan bahan kimia yang beracun dalam berbagai hasil
produksi; (6) Mengampanyekan sistem agrikultur yang berkelanjutan dengan menolak penggunaan
rekayasa genetika dan melindungi keanekaragaman hayati. (Greenpeace International, 2013).

36 WWF adalah NGO yang telah beridir sejak tahun 1961dan berpusat di Switzerland. Isu spesifik
yang diusung oleh WWF adalah perlindungan terhadap biodiversitas lingkungan hidup. Oleh
karena itu, kegiatan WWF fokus pada perlindungan dan konservasi alam di wilayah-wilayah yang
memiliki tingkat biodiversitas yang tinggi. WWF memiliki jaringan yang tersebar di 100 negara di
dunia dengan jumlah anggota 1.2 juta di Amerika Serikat dan 5 juta pendukung secara global.
(http: //www.worldwildlife.org/about, 2014).
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gambar yang ditangkap oleh satelit, memberikan instrumen untuk
pemberian insentif penggunaan hutan produksi, mendukung proses
drafting dan penegakan hukum untuk promosi manajemen hutan, baik
untuk masyarakat maupun perusahaan, melakukan improvisasi pada
penegakan hukum di Environmental Crimes Law, serta rekomendasi
untuk melakukan pemantauan hutan Amazon yang efektif.3”

Pada tahun 2002, 26 NGOs di Brazil berkumpul dan membentuk suatu
forum yang disebut dengan Climate Observatory.3® Forum ini
merupakan bentuk aspirasi dari NGOs di Brazil dengan tujuan untuk
menekan pemerintah agar mengambil tindakan untuk melakukan
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Brazil.39 Mereka
menekan pemerintah agar lebih terbuka dalam mempublikasikan data-
data mengenai penghitungan emisi gas di Brazil terutama emisi gas yang
berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan. NGOs yang terlibat dalam
Climate Observatory ini antara lain: Amigos da Terra (Friends of Earth
Brazil); Imazon; SOS Mata Atlﬁn’gica; Socio Environmental Institute;
Centro Vida (Life Center), IPE (Ecological Research Institute);
Environmental Institute; IPAM; GTA (Amazon Working Party) and
Alianca Povos da Floresta (Forest Peoples’ Alliance); Greenpeace Brazil;
The Nature Conservancy; Conservation International; WWF Brazil dan
OXFAM.4¢ Climate Observatory ini merupakan cikal bakal dibentuknya
berbagai kebijakan anti deforestasi di Brazil.

Salah satu akses ENGOs kepada perusahaan-perusahaan kedelai di
Brazil dapat dilihat dari dibentuknya Soya Moratorium pada tahun 2006
melalui inisiatif dari GTS (Soy Task Force). Anggota dari GTS meliputi
pemerintah, sektor privat, dan ENGOs. Sektor privat diwakili oleh
ABIOVE (Associacao Brasilieira dos Industrias de Oleos Vegetais).
Sementara itu dari pihak pemerintah antara lain Menteri Lingkungan
Hidup, Bank of Brazil, INPE, IBAMA, dan FUNAI (Fundanao Nacional
do Indio). Sedangkan ENGOs yang terlibat didalamnya antara lain
Imazon, IPAM, Greenpeace, WWF, TNC (The Nature Conservancy), dan
CI (Conservation International), dan Amigos de Terra.4* Moratorium ini
memiliki jangka waktu lima tahun, dan telah diperpanjang di fase kedua.

37Imazon, “2009 Activities Report” (2009): 7-8.
http: . br/instituci PO N )

(diakses pada 5 Juni 2014).
38Naess dan Achjolden, “Brazilian NGOs Establish Network to Influence Climate Change Policy,”.

39Norad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative,” 18.
4oNorad, “Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative,” 18.
41 ABIOVE, “Soy Moratorium: Mapping and Monitoring Soybean in the Amazon Biome-5t Year”

(2011). http://www.abiove.org.br/site/ files/english/04092012-161845-

relatorio _moratoria 2012 ingles.pdf (dikases pada 20 Juni 2014).
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Pada tahun 2006, ABIOVE dan ANEC+ menandatangani moratorium
tersebut dengan komitmen tidak memperbolehkan kedelai yang berasal
dari area deforestasi terhitung setelah bulan Juli 2006.43

Sumber daya yang dimiliki oleh ENGOs antara lain pengetahuan,
sumber informasi, dan jumlah pendukung gerakan tersebut.
Pengetahuan dan sumber informasi yang dimiliki oleh ENGOs di Brazil
berasal dari beberapa ENGOs yang bergerak khusus pada level riset yang
dilakukan dilapangan. Penelitian ini mayoritas dilakukan oleh institusi
penelitian independen antara lain: Imazon4, IPAM (Amazon
Environmental Institute Research)45, Ecological Resource Institute,
CIFOR (Center for International Forestry Research)4¢, WRI (World
Research Institute), dan sebagainya. IPAM dan Imazon merupakan dua
ENGOs yang berdiri sejak awal tahun 1990-an, sehingga tidak
mengherankan apabila pengaruh yang dimilikinya dalam isu lingkungan
lebih besar daripada ENGOs domestik lainnya. Hasil penelitian Imazon
banyak yang digunakan sebagai acuan data-data yang digunakan oleh
para akdemisi lainnya, bahkan pemerintah juga menggunakan data hasil
penelitiannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan
kebijakan.

III.2 Kapasitas ENGOs di Indonesia

ENGOs yang memiliki banyak peranan dalam isu deforestasi adalah
WALHI, Greenpeace dan WWF. Hal ini dapat terlihat dari akitivitas
kampanye dan negosiasi yang banyak merupakan inisiatif dan
pergerakan dari ketiganya. Kinerja kampanye WALHI tidak terarah dan
fokus pada target-target yang ingin dicapainya. Dengan demikian dapat

42ABIOVE dan ANEC menguasai 90% persen pasar kedelai
(http://www.globalcanopy.org/updates/blogs/soya-industry-extends-deforestation-moratorium-
brazil, 2014).

43ABIOVE, “Soy Moratorium: Mapping and Monitoring Soybean in the Amazon Biome-5t Year,”.

44ENGO ini berbentuk institusi penelitian yang memiliki misi untuk mempromosikan pembangunan
berkelanjutan di Amazon melalui studi, penyebaran informasi, dukungan, serta pengembangan
kebijakan publik serta pelatihan profesional. NGO ini telah berdiri sejak tahun 1990 dan berpusat di
kota Belém, Pard, Brazil. Hingga tahun 2004, Imazon telah mempublikasikan hasil penelitiannya
melalui artikel studi, buku, buklet yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang di wilayah
Hutan Amazon (Imazon, 2005).

4s]PAM adalah lembaga penelitian independen yang telah berdiri sejak 29 Mei 1995 dengan fokus
pada aksi pergerakan sosial dan pembuatan kebijakan publik.

46 CIFOR adalah lembaga independen global yang sering melakukan publikasi artikel dan jurnal.
Lembaga ini memiliki perwakilan
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dilihat bahwa sifat umum dari kampanye WALHI lemah karena
kurangnya pedoman mengenai pemetaan masalah apa yang seharusnya
Ekskutif Nasional lakukan selama tiga tahun kedepan; bagaimana posisi
WALHI terhadap masalah tersebut; bagaimana posisi WALHI deengan
aktor lainnya; dan strategi apa yang menjadi prioritas dan kampanye
yang bagaimana yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi
WALHI.47

Pada konteks perubahan iklim, WALHI mengambil posisi dengan tidak
mendukung program REDD+ yang ditetapkan tahun 2007. Secara
substansi, WALHI menganggap konsep REDD cacat, karena konsep ini
memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh
negara maju untuk mengelak dari tanggung jawabnya atas pengurangan
emisi di negaranya. Selain itu, persoalan teknis diperkirakan akan
semakin meminggirkan masyarakat yang bergantung pada hutan.
Adapula anggapan kekhawatiran bahwa perubahan iklim yang
merupakan permasalahan sosial dan lingkungan akan dijadikan usaha
bisnis yang memberikan peluang untuk memperoleh hak milik tanah
baru, aset, dan memberikan ruang untuk penimbunan modal.4
Sementara itu, aktivitas kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace di
Indonesia menggunakan cara yang sama dengan yang dilakukan di
Brazil, yakni dengan memobilisasi masa dengan memanfaatkan media
sosial dan internet serta melakukan desakan langsung ke perusahaan-
perusahaan yang terkait dengan aktivitas deforestasi.

Advokasi kebijakan oleh WALHI kepada pemerintah lebih cenderung
meliputi beberapa hal, antara lain advokasi kepada pemerintah terkait
dengan moratorium hutan agar dilakukan penghentian izin-izin baru di
hutan alam dan lahan gambut dengan menghentikan pemberian atau
perpanjangan izin baru. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan
baru, berupa Keputusan Presiden yang mengatur masalah pemanfaatan
kayu. Pemerintah juga diminta menyusun strategi pemenuhan
kebutuhan kayu masyarakat, melakukan audit terhadap berbagai
perizinan dan penilaiannya dilaksanakan secara independen oleh pihak

47Elenita Dano, et al. “Back to the Earth: Toward Future Campaigning” (2008): 1-61.
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&qg=Elenita%20%E2%80%9CBack%20t0%20the%20Earth

%3A%20Toward%20Future%20Campaigning%2C%E2%80%9D.&source=web&cd=2&cad=rja&uac
t1=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.norad.no%2Fen%2Ftools-and-

publications%2Fpublications%2Fpublication%2F attachment%2F118753%3F download%3Dtrue%
26 ts%3D11f27dcado2&ei=tuusU-

roMMbs8AX8voKwCA&usg=AFQjCNHIAptkkecKP3MD2rDcboPxxUTPCA&sig2=6E3DEoCaTnl5zt
L5-2lvkA&bvm=Dbv.70138588.d.dGc (diakses pada 22 April 2014).

48SWALHI, “REDD Wrong Path” (2009).
http://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/2014/01/REDD-wrong-path-ina-eng1.pdf (diakses
pada 20 April 2014).
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ketiga. WALHI juga meminta pemerinatah untuk menyegerakan
penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam.49

Pada bulan Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengumumkan komitmen untuk melakukan moratorium (penghentian
sementara) penebangan hutan selama dua tahun untuk deforestasi
komersial di Indonesia. Untuk mewujudkan komitmen tersebut,
pemerintah  bekerjasama dengan Platfrom Bersama Untuk
Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global merencanakan draft
moratorium yang akan diimplementasikan per 1 Januari 2011. Platfrom
bersama tersebut terdiri dari Walhi, HuMa (Perkumpulan Untuk
Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), BIC (Bank
Information Center), Sawit Watch, KpSHK (Konsorsium pendukung
Sistim Hutan Kerakyatan), Forest Watch Indonesia, CSF (Civil Society
Forum for Climate Justice), ICEL (Indonesia Center for Environment
Law), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Indigenous Peoples
Alliance of the Archipelago), JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan
Partisipatif-Participatory = Mapping Network), SP  (Solidaritas
Perempuan-Women’s Solidarity for Human Rights), dan Greenpeace.5°
Dalam dialog bersama tersebut ENGOs menekankan bahwa prinsip
utama dalam moratorium bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu
proses untuk mencapai deforestasi nol yang seharusnya tidak dibatasi
oleh waktu tertentu melainkan dengan pemenuhan indikator
pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Moratorium juga seharusnya
tidak hanya membatasi izin baru, tetapi juga meninjau kembali izin-izin
yang sudah dikeluarkan serta menjamin perlindungan total terhadap
hutan yang tersisa.5s* Hasil akhir yang diperoleh dari proses tersebut
adalah Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penundaaan Pemberian
Izin Baru dan Penyempuranaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan
Gambut. Moratorium penebangan hutan yang diinstruksikan oleh
Presiden tersebut dipandang oleh ENGOs sebagai “business as usual”,
karena hutan yang mendapatkan penundaan izin hanyalah hutan primer
dan lahan gambut yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai daerah
konservasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berselang satu tahun kemudian, implementasi dari moratorium hutan
belum menunjukkan hasil yang signifikan, termasuk belum melakukan
review izin di sektor hutan, kebun, dan tambang skala besar.

49WALHI, “Salam Adil dan Lestari” (2010).
http://issuu.com/walhi/docs/bumi_edisi_november_2010 (diakses pada 5 Juni 2014).

50 Greenpeace, “Platfrom Bersama Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global” (2010).
http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Indonesia%20CS0Os%20common%20platf

orm%20-110CT.pdf (diakses pada 20 Juni 2014).

51 Greenpeace, “Platfrom Bersama Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global,”.
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Dilihat dari segi akses ke perusahaan, ENGO lokal banyak yang
mendapatkan tekanan baik dari pihak militer, petugas keamanan dari
perusahaan, dan para komunitas yang kehidupannya bergantung pada
perusahaan tersebut.52 Beberapa perusahaan memiliki sendiri ENGO
mereka, dan sebagian lagi mengatakan bahwa perusahaan menyuap atau
menyogok ENGO agar tidak membicarakan perilaku perusahaan
tersebut. Pihak perusahaan juga ada yang mendorong para pemuda di
sekitar wilayah bisnisnya untuk ikut bergabung dengan para aktivis
dengan tujuan agar perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai
rencana-rencana yang akan dilakukan oleh ENGO, termasuk dalam hal
melakukan publikasi. Dengan adanya penyuapan dari perusahaan
menyebabkan ENGO tidak jadi melakukan protes, bahkan beberapa dari
mereka ada yang justru ikut terlibat dalam penebangan kayu ilegal.

Sumber informasi yang dimiliki oleh ENGOs di Indonesia berasal dari
hasil investigasi masing-masing ENGO. Sementara itu, sumber
informasi yang dimiliki oleh WALHI sifatnya terlalu umum dan sebagian
besar tidak dihasilkan dari hasil penelitian WALHI sendiri, melainkan
informasi-informasi yang telah tersedia di internet. Oleh karena itu,
banyak pihak yang menyarankan agar informasi yang disajikan oleh
WALHI sebaiknya berdasarkan hasil penelitian WALHI sendiri, bukan
berasal dari data-data sekunder atau literatur yang telah diteliti oleh
pihak lain.s3

Apabila ditinjau dari segi relevansinya, kebanyakan materi yang
disampaikan tidak mengidentifikasi pemilihan target atau kelompok
yang ingin dituju. Sejauh ini, siaran pers seringkali terfokus pada apa
yang dipikirkan oleh WALHI dan gagal dalam menunjukkan respon atau
pandangan dari kelompok-kelompok yang ditentang oleh WALHI.
Kedua adalah realibilitas, dimana materi yang disampaikan seringkali
mengandung kesalahan, informasi yang tidak tepat, dan kurangnya
referensi, seperti referensi yang dimasukkan adalah tanggal ketika
informasi tersebut diterbitkan. Ketiga adalah kemampuan dari informasi
yang dipublikasikan tersebut, dimana laporan dan siaran pers
mengandung bahasa yang sulit untuk dipahami, sehingga tidak menarik
perhatian khalayak umum. Lemahnya materi yang disampaikan
membuat menurunnya kredibilitas informasi yang disampaikan. Dari
ketiga hal tersebut dapat dilihat bagaimana sumber daya informasi yang
dimiliki oleh WALHI memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi, WALHI

52Tony Djogo dan Rudi Syaf, “Decentralization without Accountability: Power and Authority over
Local Forest Governance in Indonesia” CIFOR (undated): 1-17.
http://www.cifor.org/acm/download/pub/djogo-EWC.pdf (diakses pada 2 April 2014).

s3Elenita., et al., “Back to the Earth: Toward Future Campaigning,”.
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telah berkontribusi pada memajukan wacana isu-isu lingkungan di
Indonesia di level kebijakan nasional.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini membahas faktor yang melatarbelakangi kemampuan
Brazil yang lebih baik dalam menanggulangi deforestasi pada tahun
2001 hingga 2012 apabila dibandingkan dengan Indonesia. Dengan
berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan dalam Bab I,
hipotesis yang disusun oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah
penelitian ternyata terbukti sesuai. Kemampuan Brazil yang lebih baik
daripada Indonesia dalam menanggulangi deforestasi pada rentang
waktu tahun 2001 sampai dengan 2012 disebabkan oleh political
opportunities dalam proses politik Brazil yang lebih baik dan kapasitas
ENGOs yang lebih kuat dalam mempengaruhi negara dan korporasi
sehingga dapat memberikan output atau hasil yang lebih baik dalam
menanggulangi deforestasi.
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